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ABSTRAK 

FIRNA ZHAFIRA PRILITA. Hubungan Kerawanan Pangan, Keamanan 

Pangan, dan Konsumsi Pangan dengan Prevalensi Stunting di Indonesia. Dibimbing 

oleh YAYUK FARIDA BALIWATI. 

 

Target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada akhir RPJMN 2020–

2024 belum tercapai, dengan capaian nasional tahun 2024 masih berada pada angka 

19,8%. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemenuhan gizi melalui konsumsi 

pangan yang adekuat, beragam, dan berkelanjutan disertai dukungan akses dan 

keamanan pangan yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan 

antara kerawanan pangan (FIES), keamanan pangan (IKPS), dan konsumsi pangan 

dengan prevalensi stunting di 34 provinsi Indonesia tahun 2024. Data sekunder 

diperoleh dari Kemenkes, Bapanas, dan BPS, kemudian dianalisis menggunakan 

uji korelasi Pearson dan Spearman. Hasil menunjukkan kerawanan pangan 

menurut FIES (p = 0,001), IKPS (p = 0,021), skor PPH (p < 0,001), dan konsumsi 

ikan berdasarkan PHD (p = 0,042) berhubungan signifikan dengan stunting. Skor 

PPH memiliki korelasi negatif terkuat (r = −0,627), yang mengindikasikan 

pentingnya keberagaman diet dalam mendukung penurunan prevalensi stunting. 

 

Kata kunci: keamanan pangan, kerawanan pangan, konsumsi, PPH, stunting 

 

ABSTRACT 

FIRNA ZHAFIRA PRILITA. Relationship of Food Insecurity, Food Safety, 

and Food Consumption with Stunting Prevalence in Indonesia. Supervised by 

YAYUK FARIDA BALIWATI. 

 

The national target of reducing stunting prevalence to 14% by the end of the 

2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) was not achieved, 

as the prevalence in 2024 remained at 19.8%. This condition emphasizes the need 

to ensure adequate, diverse, and sustainable food consumption, supported by 

sufficient food access and food safety. This study aimed to examine the association 

between food insecurity (FIES), food safety (IKPS), and food consumption with 

stunting prevalence in 34 Indonesian provinces in 2024. Secondary data were 

obtained from the Ministry of Health, the National Food Agency, and Statistics 

Indonesia, and analyzed using Pearson and Spearman correlation tests. The results 

showed that FIES (p = 0.001), IKPS (p = 0.021), DDP score (p < 0.001), and fish 

consumption based on the Planetary Health Diet (PHD) (p = 0.042) were 

significantly associated with stunting. The DDP score showed the strongest 

negative correlation (r = −0.627), indicating the importance of dietary diversity in 

supporting the reduction of stunting prevalence. 

 

Keywords: consumption, DDP, food insecurity, food security, stunting  
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I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai rencana pembangunan presiden 

terpilih selama lima tahun kedepan. Salah satu isi dari RPJMN yaitu terkait 

pengentasan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 

menjadi 14% pada akhir tahun pemerintahan yaitu 2024 (Bappenas 2020). Namun 

berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2025, prevalensi 

stunting tahun 2024 sebesar 19,8%. Selama kurun waktu 5 tahun prevalensi stunting 

semakin menurun. Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 turun sebesar 

1,7% dari tahun sebelumnya menjadi 19,8% (Kemenkes 2025). Meskipun telah 

mengalami penurunan, prevalensi stunting masih jauh dari target RPJMN sebesar 

14%. Prevalensi ini dinilai belum mewujudkan Sustainable Development Goals 

(SDGs) target 2 yaitu mengakhiri semua bentuk masalah gizi atau malnutrisi tahun 

2030 karena prevalensi stunting di Indonesia masuk dalam kategori sedang. 

Prevalensi kerawanan pangan sedang dan berat berdasarkan Food Insecurity 

Experience Scale (FIES) merupakan Indikator 2.1.2 yang memantau target SDGs 

2.1 tentang akses pangan. Di lain sisi, prevalensi stunting merupakan bagian dari 

pemantauan target 2.2 tentang penghapusan malnutrisi pada tahun 2030 dengan 

target antara stunting dan wasting pada tahun 2025 (FAO 2015). Keduanya berada 

dalam satu tujuan yang sama. Namun, keterkaitan antara kedua indikator ini di 

tingkat provinsi Indonesia belum banyak diteliti sehingga penelitian ini 

berkontribusi pada pemantauan terintegrasi pencapaian SDG 2 di Indonesia.   

Pada framework United Nations International Children's Emergency Fund 

(UNICEF) tahun 2020, konsumsi pangan secara langsung berkaitan dengan 

stunting. Kecukupan makronutrien seperti energi dan protein memegang peran 

penting dalam pertumbuhan. Protein memiliki asam amino sebagai substrat untuk 

produksi Adenosin Trifosfat (ATP) sehingga menyokong kebutuhan energi dalam 

proses perkembangan sel yang mendukung pertumbuhan (Henggu dan Nurdiansyah 

2021). Penilaian kuantitas konsumsi didasarkan pada Tingkat Kecukupan Energi 

(TKE) dan Tingkat Kecukupan Protein (TKP). Bukan hanya kuantitas, kualitas diet 

masyarakat Indonesia perlu diperhatikan. Kualitas diet dinilai melalui skor Pola 

Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2024, skor PPH Indonesia berada pada angka 

93,5% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, masih dibawah 

target RPJMN sebesar 95,2% (Bapanas 2024). Selain kuantitas dan kualitas, 

konsumsi perlu berkelanjutan seiring dengan meningkatnya pemanasan global dan 

perubahan iklim yang berdampak pada berbagai hal. Beberapa hal terdampak yaitu 

kualitas air, habitat, hutan, lahan  pertanian, kesehatan, dan ekosistem (Pinontoan 

et al. 2022) 

Planetary Health Diet (PHD) EAT-Lancet dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu dua kelompok emphasized food dan limited food. Emphasized food terdiri dari 

sayur, buah, minyak tak jenuh, biji-bijian utuh, polong-polongan, kacang-kacangan, 

dan ikan dengan sayur dan buah (Stubbendorff et al. 2022) menempati sekitar 

setengah piring berdasarkan volume dan ikan sebagai satu-satunya sumber protein 

hewani yang dianjurkan (Willett et al. 2019). Ketiganya juga merupakan jalur gizi 

yang relevan terhadap stunting. Sayur dan buah menyumbang vitamin A, vitamin 
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C, folat, dan serat, sementara ikan menyediakan protein berkualitas tinggi dan zat 

gizi mikro berdaya serap tinggi seperti zat besi, seng, yodium, dan omega-3 yang 

berkaitan dengan pertumbuhan linear anak (Beal et al. 2018; Byrd et al. 2021). Dari 

enam emphasized foods tersebut, sayur, buah, dan ikan dipilih karena merupakan 

kelompok yang definisinya paling selaras antara Direktori Konsumsi Pangan dari 

Badan Pangan Nasional dan rekomendasi PHD. Dengan demikian, pemilihan tiga 

kelompok ini merupakan penargetan komponen inti PHD yang selaras secara 

konseptual.  

Konsumsi yang cukup didukung dengan akses yang memadai. Kerawanan 

pangan merupakan kondisi di mana individu tidak memiliki akses yang memadai 

terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk menjalani kehidupan yang 

sehat dan produktif. Kerawanan pangan sering diukur berdasarkan Indeks 

Ketahanan Pangan, semakin rendah skor IKP maka semakin rawan pangan. 

Parameter ini lebih objektif menilai ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas 

pangan. Namun, tidak banyak penelitian di Indonesia yang menggunakan parameter 

subjektif seperti FIES. Parameter ini mencakup delapan pertanyaan yang mengukur 

pengalaman keterbatasan akses pangan pada tingkat individu maupun rumah tangga 

yang dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Pada tahun 

2023, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang dan berat di 

Indonesia menunjukkan tren penurunan sebesar 0,34% menjadi 4,5% (BPS 2024). 

Meskipun secara nasional menunjukkan perbaikan dan mendekati target, disparitas 

antarprovinsi tetap menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. 

Pada tahun 2024, Nusa Tenggara Timur mencatat prevalensi kerawanan 

pangan sedang atau berat tertinggi sebesar 14,48% (BPS 2024). Kondisi ini 

mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem pangan nasional yang belum 

merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang menghadapi tantangan 

geografis, infrastruktur terbatas, serta ketergantungan tinggi terhadap pasokan 

pangan dari luar daerah (Bapanas 2024). Bukan hanya masalah akses, kerawanan 

pangan terhubung erat dengan keamanan mutu pangan dan kualitas konsumsi 

masyarakat membentuk lingkungan pangan (food environment) sesuai dengan 

kerangka sistem pangan dan gizi High Level Panel of Expert 2017. Prevalensi 

stunting tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 37% 

(Kemenkes 2025) sekaligus menjadi provinsi dengan kerawanan pangan tertinggi 

kedua sebesar 14,48% (BPS 2024) yang memperkuat relevansi penelitian untuk 

mengkaji hubungan kerawanan pangan dengan prevalensi stunting di tingkat 

provinsi di Indonesia. 

Selain akses pangan, aspek keamanan pangan (food safety) juga menjadi 

bagian penting dalam sistem pangan yang memengaruhi status gizi. Tingkat 

kerentanan keamanan pangan di Indonesia ditunjukkan oleh terjadinya 1164  

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan sepanjang tahun 2024 (BPOM 

2025). Tiga provinsi tertinggi  kasus keracunan secara berturut-turut yaitu Provinsi 

DKI Jakarta 370 kasus (31,78%), Jawa Timur 211 kasus (18,13%), dan Jawa Barat 

198 kasus (17,01%). Keracunan akibat pangan dapat terjadi karena adanya cemaran 

kimia, biologi, dan fisik. Pada penelitian Arisanti et al. (2018), bakteri patogen 

menjadi penyebab terbanyak KLB keracunan pangan, menyumbang 74,9% dari 

total kejadian (131 dari 175 kasus). Jenis bakteri yang paling sering diidentifikasi 

adalah Escherichia coli (20%), diikuti oleh Bacillus cereus (19,4%), 

dan Staphylococcus sp. (18,3%). Selain itu, aflatoksin sering menyerang pangan 
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segar yang dapat mengakibatkan malabsorpsi yang menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak (Urugo et al. 2024). Perlu adanya evaluasi untuk 

memastikan keamanan pangan tetap terjaga agar masyarakat dapat mengonsumsi 

pangan dengan aman. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan agar keamanan 

pangan tetap terjamin melalui terobosan parameter pengukuran yaitu Indeks 

Keamanan Pangan Segar (IKPS) yang baru diluncurkan di tahun 2024.  

Dengan demikian, penelitian yang mengkaji keterkaitan antara prevalensi 

kerawanan pangan, indeks keamanan pangan segar, dan konsumsi pangan terhadap 

prevalensi stunting penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai pengaruh sistem pangan terhadap masalah stunting di 

Indonesia serta mendukung penyusunan intervensi dan kebijakan pangan dan gizi 

yang lebih tepat sasaran. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang difokuskan 

dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Bagaimana gambaran prevalensi stunting tingkat provinsi di Indonesia pada 

tahun 2024? 

b. Bagaimana gambaran kerawanan pangan berdasarkan prevalensi kerawanan 

pangan tingkat sedang dan berat provinsi berdasarkan FIES di Indonesia pada 

tahun 2024?  

c. Bagaimana gambaran keamanan pangan berdasarkan IKPS tingkat provinsi di 

Indonesia pada tahun 2024? 

d. Bagaimana gambaran tingkat kecukupan konsumsi pangan berdasarkan TKE, 

TKP, PPH, dan tingkat konsumsi pangan sayur, buah, dan ikan terhadap batas 

PHD tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2024?  

e. Bagaimana hubungan antara kerawanan pangan berdasarkan prevalensi 

kerawanan pangan tingkat sedang dan berat provinsi berdasarkan FIES, IKPS, 

dan konsumsi pangan (TKE, TKP, PPH, konsumsi pangan sayur, buah, dan ikan 

terhadap batas PHD) dengan stunting pada tingkat provinsi di Indonesia tahun 

2024?  

1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara kerawanan pangan, keamanan pangan, dan 

konsumsi pangan dengan stunting pada tingkat provinsi di Indonesia tahun 2024. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a) Menganalisis gambaran prevalensi stunting pada tingkat provinsi di 

Indonesia tahun 2024. 

b) Menganalisis gambaran kerawanan pangan berdasarkan prevalensi 

kerawanan pangan tingkat sedang dan berat berdasarkan FIES pada tingkat 

provinsi di Indonesia tahun 2024. 

c) Menganalisis gambaran keamanan pangan berdasarkan IKPS pada tingkat 

provinsi di Indonesia tahun 2024. 
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d) Menganalisis gambaran tingkat kecukupan konsumsi pangan berdasarkan 

TKE, TKP, PPH, dan tingkat konsumsi pangan sayur, buah, dan ikan terhadap 

batas PHD pada tingkat provinsi di Indonesia tahun 2024. 

e) Menganalisis hubungan antara kerawanan pangan, keamanan pangan, dan 

konsumsi pangan dengan prevalensi stunting pada tingkat provinsi di 

Indonesia tahun 2024.  

1.4  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini diperoleh gambaran kerawanan pangan, keamanan 

pangan, dan konsumsi pangan dengan prevalensi stunting pada tingkat provinsi di 

Indonesia tahun 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan berbagai 

kebijakan pemerintah dalam mengatasi stunting. Dinas Kesehatan dan Dinas 

ketahanan Pangan tingkat provinsi dapat mengembangkan berbagai program untuk 

menurunkan angka stunting dan mencapai target nasional. 

1.5  Hipotesis 

Terdapat hubungan antara kerawanan pangan, keamanan pangan, dan 

konsumsi pangan dengan prevalensi stunting pada tingkat provinsi di Indonesia 

tahun 2024.  
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II KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun di atas fondasi teoritis Nutrition 

and Food Systems Framework yang dikembangkan oleh High Level Panel of 

Experts on Food Security and Nutrition (HLPE) pada tahun 2017 (HLPE 2017). 

Kerangka HLPE mengidentifikasi tiga elemen sistem pangan yang saling 

berinteraksi yaitu rantai pasokan pangan (food supply chains), lingkungan pangan 

(food environment), dan perilaku konsumen (consumer behavior). Kerangka ini 

menegaskan peran sentral lingkungan pangan sebagai penghubung antara sistem 

pasokan dan sistem permintaan yang memengaruhi pilihan diet individu melalui 

berbagai faktor, yaitu jenis pangan yang tersedia, akses fisik, keterjangkauan, 

promosi dan informasi pangan, serta kualitas dan keamanan pangan. Berdasarkan 

framework UNICEF 2020, lingkungan pangan yang sehat dapat mencegah penyakit 

serta mendorong pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik bagi semua anak 

dan perempuan (UNICEF 2021). 

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan dua variabel 

utama dalam food environment yaitu akses ekonomi dan keamanan pangan. 

Dimensi akses ekonomi direpresentasikan prevalensi kerawanan pangan sedang 

berat, yaitu sejauh mana masyarakat di suatu provinsi mampu menjangkau pangan 

yang cukup dan bergizi yang diukur melalui FIES sebagai SDG Indikator 2.1.2 

resmi yang terstandarisasi global melalui Rasch Model (FAO 2015). Perasaan 

khawatir akan ketidakcukupan pangan untuk sehari-sehari menjadi awal perubahan 

jenis dan kuantitas konsumsi pangan. Kondisi ini mendorong individu untuk 

mengubah pola konsumsinya dengan memilih makanan yang lebih terbatas, 

sehingga keragaman dan kualitas asupan pangan yang dikonsumsi menjadi semakin 

rendah (Saint Ville et al. 2019). Keragaman dan kualitas asupan tidak adekuat dapat 

mengakibatkan masalah gizi salah satunya stunting. 

Sementara itu, Indeks Keamanan Pangan Segar merepresentasikan dimensi 

kualitas dan keamanan pangan (food quality and safety) dalam lingkungan pangan. 

Pangan segar cenderung lebih rentan terkontaminasi patogen. Rantai pasok pangan 

segar yang sering dikelola di ruang terbuka mulai dari panen hingga konsumsi 

sehingga rentan terkontaminasi berbagai patogen (Murray et al. 2017). Pada anak 

stunting ditemukan kontaminan biologis dalam jumlah tinggi dalam mikrobioma 

usus sehingga lebih rentan terhadap infeksi patogen enterik yang mengganggu 

pertumbuhan linear (Rinanda et al. 2023). Selain itu, pangan sering kali 

terkontaminasi mikotoksin salah satunya adalah aflatoksin. Kontaminasi aflatoksin 

dapat menghambat protein sintesis yang berpengaruh terhadap sel usus dan sistem 

imun yang dapat menyebabkan environmental enteropathy (Urugo et al. 2024). 

Kondisi ini dapat menyebabkan malabsorpsi karena perubahan fungsi usus halus, 

kekurangan asupan akibat produksi pro-inflammantory cytokines IL-1B yang 

menekan rasa lapar, menghambat pertumbuhan tulang akibat menekan sirkulasi 

hormon pertumbuhan IGF-1 dan IGFBP-3, dan mengganggu hormon pertumbuhan 

akibat radang sistemik (Urugo et al. 2024).   
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Gambar 1 Framework acuan berdasarkan oleh High Level Panel of Experts on 

Food Security and Nutrition (HLPE) pada tahun 2017 (HLPE 2017) 

Pangan tidak hanya dipastikan aman dan dapat dijangkau. Namun, pangan 

harus dikonsumsi sesuai kebutuhan secara kuantitas dan kualitas. Asupan pangan 

secara kuantitas dinilai berdasarkan TKE dan TKP serta secara kualitas dinilai 

dengan menggunakan PPH. Skor PPH mencerminkan keberagaman dan kualitas 

konsumsi pangan dengan skor ideal 100 (BKP 2015). Selain itu, di era global 

warming perlu ada perubahan yang menekan jejak karbon dengan berperilaku dan 

mengonsumsi makanan yang berkelanjutan. Plant-Based Food (PBF) khususnya 

sayur dan buah sesuai komponen terbesar penyusun piring diet PHD (Rockström et 

al. 2025). Berdasarkan makanan yang dipentingkan (yaitu ikan, sayur, dan buah. 

Berdasarkan rekomendasi PHD, 50% volume piring adalah sayur dan buah berbasis 

tumbuhan dengan komposisi gramasi tiga teratas yaitu urutan pertama sayur (300 

g) dan urutan ketiga buah (200 g). Selain itu, pemilihan ikan sebagai pangan yang 

diteliti berdasarkan PHD karena ikan merupakan sumber protein hewani yang 

secara eksplisit direkomendasikan pada porsi moderat (40 kkal/kapita/hari) (Poore 

dan Nemecek 2018). Budidaya ikan meninggalkan jejak karbon jauh lebih rendah 

yaitu hanya 6 kg CO₂-eq per 100 gram protein (Poore dan Nemecek 2018). Maka 

dari itu, konsumsi yang adekuat, berkualitas, dan berkelanjutan memiliki potensi 

untuk memperbaiki status gizi. 

Penelitian ini menggunakan data tahun 2024 yang meliputi SSGI 2024 

(Kemenkes 2025) sebagai data stunting terbaru, serta data kerawanan pangan FIES 

2024 (BPS 2024) dan Indeks Keamanan Pangan Segar 2024 (Bapanas 2024) yang 

memungkinkan evaluasi kondisi aktual pasca-periode RPJMN 2020–2024 yang 

gagal mencapai target penurunan stunting menjadi 14% (Bappenas 2020)., dengan 

capaian aktual 19,8% (Kemenkes 2025). 
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Gambar 2 Kerangka pemikiran Hubungan Kerawanan Pangan, Keamanan 

Pangan, dan Konsumsi Pangan dengan Prevalensi Stunting di 

Indonesia tahun 2024 
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III METODE 

3.1  Desain, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain studi ecological study dengan provinsi 

sebagai unit analisis. Pemilihan tahun data 2024 didasarkan pada dua pertimbangan, 

yaitu berakhirnya periode pemerintahan pada tahun tersebut dan ketersediaan data 

Indeks Keamanan Pangan Segar yang pada tahun 2024 hanya mencakup 34 

provinsi. Kriteria inklusi penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang 

memiliki data lengkap untuk seluruh variabel yang diteliti, sedangkan kriteria 

eksklusinya adalah provinsi dengan data tidak lengkap pada salah satu atau lebih 

variabel. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 34 provinsi sebagai unit analisis 

akhir. Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan, terhitung mulai November 

2025 hingga Juni 2026. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder pada tahun 2024 di 34 

provinsi di Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi: prevalensi kerawanan 

pangan sedang dan berat di populasi berdasarkan FIES; Indeks Keamanan Pangan 

Segar (IKPS); konsumsi pangan: sayur, buah, dan ikan; dan prevalensi stunting. 

Variabel, jenis, dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini disajikan 

secara rinci pada Tabel 1. 

Tabel 1  Variabel dan sumber data yang digunakan 

Variabel Data Tahun Sumber 

Stunting Prevalensi stunting 2024 Kemenkes 2025 

(Survei Status 

Gizi Indonesia 

2024) 

Kerawanan 

pangan 

Prevalensi 

kerawanan pangan 

sedang atau berat 

berdasarkan pada 

Food Insecurity 

Experience Scale 

(FIES) (persen), 

2025 

2024 BPS 2024 

Keamanan 

pangan 

Indeks Keamanan 

Pangan Segar (IKPS) 

2024 Badan Pangan 

Nasional 2025 
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Tabel 1  Variabel dan sumber data yang digunakan (lanjutan) 

Variabel Data Tahun Sumber 

Konsumsi 

pangan 

a. Tingkat 

kecukupan 

energi 

menurut 

provinsi 

b. Tingkat 

kecukupan 

protein 

menurut 

provinsi 

c. Skor Pola 

Pangan 

Harapan 

menurut    

Provinsi 

2024 Direktori 

Konsumsi 

Pangan Badan 

Pangan Nasional 

2025 

 d. Jumlah 

konsumsi 

pangan sayur, 

buah, dan ikan 

menurut 

provinsi 

  

3.3  Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengecekan kelengkapan data 

selesai. Tahap ini menyesuaikan data dengan indikator-indikator kunci yang akan 

dianalisis. Setelah data terkumpul sesuai dengan ketersediaan, selanjutnya 

dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk untuk menentukan 

jenis uji korelasi. Apabila data terdistribusi normal, analisis bivariat menggunakan 

Pearson. Apabila data tidak terdistribusi normal, analisis bivariat menggunakan 

Spearman. Setiap variabel memiliki kategori pengolahan data yang bervariasi, 

berikut penjelasan lebih lanjut pada Tabel 2.  

Tabel 2  Kategori variabel data yang digunakan 

Variabel Kategori Sumber 

Prevalensi stunting a. Sangat rendah          

(< 2,5%) 

b. Rendah (2,5–< 10%) 

c. Sedang (10–< 20%) 

d. Tinggi (20–< 30%) 

e. Sangat tinggi(≥ 

30%) 

de Onis (2019) 
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Tabel 2 Kategori variabel data yang digunakan (lanjutan) 

Variabel Kategori Sumber 

Tingkat kecukupan 

energi 

a. < 70%: defisit berat 

b.70–79%: defisit sedang 

c. 80–89%: defisit ringan 

d. 90–119%: cukup 

e. > 120%: berlebih 

WNPG 2012 

Tingkat kecukupan 

protein 

a. < 70%: defisit berat 

b. 70–79%: defisit  

    sedang 

c. 80–89%: defisit  

   ringan 

d. 90–119%: normal 

e. ≥ 120%: berlebih 

WNPG 2012 

Skor Pola Pangan 

Harapan 

a. Skr PPH ≤ 80: sangat 

kurang 

b. Skor PPH 81–90; TKE 

<90 dan >119%: kurang 

c. Skor PPH 81–90; TKE 

90-119%: sedang 

d. Skor PPH >90; TKE 

<90% dan >119% 

e. Skor PPH >90: baik; 

TKE 90–119% 

Bapanas 2024 

3.3.1 Stunting 

Data prevalensi stunting diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia 

(SSGI) tahun 2024. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk 

menggambarkan distribusi prevalensi stunting antarwilayah di Indonesia.  

3.3.2  Kerawanan Pangan 

Variabel kerawanan pangan diperoleh dari data prevalensi kerawanan 

pangan sedang dan berat di populasi berdasarkan FIES diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik tahun 2024. 

3.3.3  Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) 

Data keamanan pangan diperoleh dari data Indeks Keamanan Pangan 

Segar berdasarkan data publikasi Badan Pangan Nasional 2024. Pengolahan  

dianalisis secara deskriptif berdasarkan perolehan indeks setiap provinsi untuk 

menggambarkan distribusi keamanan pangan segar tingkat provinsi. Provinsi 

yang memiliki skor indeks yang tinggi menggambarkan keamanan pangan yang 

tinggi, sebaliknya provinsi yang memiliki skor indeks rendah maka keamanan 

pangannya juga rendah. 
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3.3.4  Konsumsi Pangan  

Data konsumsi pangan diperoleh dari Direktori Konsumsi Pangan Tahun 

2024. Analisis konsumsi dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dan jumlah 

pangan yang dikonsumsi, dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung TKE dan TKP. 

Penilaian kecukupan tersebut mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia, yaitu sebesar 2100 kkal per hari untuk 

energi dan 57 gram per hari untuk protein dengan hasil persen kecukupan dari 

acuan tersebut.  

 

𝑇𝐾𝐸 (%) =
Konsumsi energi (kkal)

Angka kecukupan energi
 x 100 

 

𝑇𝐾𝑃 (%) =
Konsumsi protein (g)

Angka kecukupan protein
 x 100 

 

Selanjutnya, data skor PPH diperoleh dari publikasi Direktori Konsumsi 

Pangan Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional. Skor PPH 

digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kualitas konsumsi pangan 

masyarakat berdasarkan tingkat keragaman dan keseimbangan antar kelompok 

pangan. Penilaian skor PPH dilakukan dengan membandingkan proporsi 

kontribusi energi dari sembilan kelompok pangan terhadap komposisi konsumsi 

ideal yang telah ditetapkan. Nilai total skor PPH diperoleh melalui penjumlahan 

skor dari masing-masing kelompok pangan pada setiap provinsi yang tersedia 

dalam publikasi tersebut. Semakin tinggi skor PPH menunjukkan bahwa pola 

konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan seimbang. Selain itu, 

konsumsi pangan juga dievaluasi dari aspek keberlanjutan melalui perhitungan 

persentase kontribusi energi yang berasal dari konsumsi sayur, buah, dan ikan 

lalu dibandingkan dengan rekomendasi konsumsi menurut PHD. Perbedaan 

standar energi antara PHD (2500 kkal/kapita/hari) dan Angka Kecukupan Energi 

Indonesia (2100 kkal/kapita/hari, sesuai AKG pada Permenkes No. 28 Tahun 

2019), target konsumsi PHD disesuaikan secara proporsional menggunakan 

faktor konversi 2.100/2.500 = 0,84. Metode ini konsisten dengan pendekatan 

yang digunakan oleh Bäck et al. (2022) dalam mengadaptasi target PHD dengan 

asupan energi yang berbeda dari referensi 2.500 kkal dengan menggunakan 

rumus berikut. 

 
𝑆𝑎

𝑇𝐴𝐾𝐸
 = 

𝑆𝑏

𝑇𝑃𝐻𝐷
 

 

 𝑆𝑎 = 𝑆𝑏 x 
𝑇𝐴𝐾𝐸

𝑇𝑃𝐻𝐷
 

 

Keterangan: 

𝑆𝑎  = Standar konsumsi kelompok pangan penyesuaian PHD (g) 

𝑇𝐴𝐾𝐸 = Total kecukupan energi menurut Angka Kecukupan Energi (AKE) 

   (2100kkal)  

𝑆𝑏  = Standar konsumsi kelompok pangan PHD (g) 

𝑇𝑃𝐻𝐷 = Total kecukupan energi menurut PHD (2500kkal) 
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh standar konsumsi kelompok 

pangan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan energi Indonesia sesuai AKE. 

Kebutuhan konsumsi penyesuaian PHD terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Standar konsumsi kelompok pangan hasil penyesuaian PHD terhadap 

AKE Indonesia 

Kelompok Pangan PHD Target (g)* Rentang 

Konsumsi (g) 

Rentang (%) 

Sayur 252,0 168-504 67-200 

Buah 168,0 84-252 50-150 

Ikan 23,5 0-84 0-357 
     *Perhitungan berdasarkan kebutuhan AKE Indonesia (2100 kkal) 

 

Tingkat konsumsi = 
𝐾𝑎

𝑆𝑎 
 x 100% 

Keterangan: 

𝐾𝑎  = Konsumsi aktual kelompok pangan penyesuaian PHD (g) 

𝑆𝑎  = Standar konsumsi kelompok pangan penyesuaian PHD (g) 

3.4 Definisi Operasional 

Indeks Keamanan Pangan Segar adalah skor komposit yang menggambarkan 

tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan, ikan, dan hewan di suatu 

wilayah berdasarkan indikator sumber daya manusia dan kelembagaan, 

pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan pangan, kesehatan 

masyarakat, serta kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan. 

Kerawanan pangan adalah kondisi kekurangan akses terhadap pangan yang dinilai 

berdasarkan prevalensi kerawanan pangan sedang berat berdasarkan FIES. 

Konsumsi pangan adalah jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh individu 

atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi 

tubuh yang dinilai berdasarkan TKE, TKP, PPH, konsumsi sayur, konsumsi 

buah, dan konsumsi ikan. 

Tingkat kecukupan energi adalah persentase konsumsi energi aktual terhadap 

AKE yang dianjurkan, yaitu 2100 kkal/kapita/hari yang dibagi menjadi 

5 kategori yaitu: <70% (defisit berat), 70–79% (defisit sedang), 80–

89% (defisit ringan), 90–119%: (normal), dan  ≥120% (berlebih). 

Tingkat kecukupan protein adalah persentase konsumsi protein aktual 

terhadap angka kecukupan protein (AKP) yang dianjurkan, yaitu 

57g/kapita/hari yang dibagi menjadi 5 kategori yaitu: <70% (defisit 

berat), 70–79% (defisit sedang), 80–89% (defisit ringan), 90–119%: 

(normal), dan  ≥120% (berlebih). 

Tingkat konsumsi buah menurut PHD adalah persentase konsumsi buah 

aktual per kapita per hari di setiap provinsi terhadap target konsumsi 

buah PHD yang telah disesuaikan dengan AKE Indonesia, yaitu 168 

g/kapita/hari (rentang: 84–252 g). 
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Tingkat konsumsi ikan menurut PHD adalah persentase konsumsi ikan aktual 

per kapita per hari di setiap provinsi terhadap target konsumsi ikan PHD 

yang telah disesuaikan dengan AKE Indonesia, yaitu 23,5 g/kapita/hari 

(rentang: 0–84 g). 

Tingkat konsumsi sayur menurut PHD adalah persentase konsumsi sayur 

aktual per kapita per hari di setiap provinsi terhadap target konsumsi 

sayur PHD yang telah disesuaikan dengan AKE Indonesia, yaitu 252 

g/kapita/hari (rentang: 168–504 g) 

Pola Pangan Harapan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas 

konsumsi pangan berdasarkan keragaman, keseimbangan, dan proporsi 

konsumsi antar kelompok pangan dibandingkan dengan komposisi 

pangan ideal yang dianjurkan dalam bentuk skor 0-100 dengan 

kategori: skor PPH ≤80 (sangat kurang); skor PPH 81-90 dan TKE <90 

atau >119% (kurang), skor PPH 81-90 dan TKE 90-119% (sedang), 

skor PPH >90 dan TKE <90% atau >119% (cukup baik), skor PPH >90 

dan TKE 90-119% (baik). 

Prevalensi Stunting adalah persentase balita yang memiliki panjang atau tinggi 

badan menurut umur di bawah minus dua standar deviasi (<-2 SD) 

berdasarkan standar pertumbuhan anak WHO. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Prevalensi Stunting  

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak sehingga pertumbuhan tubuh 

menjadi terhambat dan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Menurut WHO 

(2024), stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat 

kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau 

tinggi badan di bawah standar deviasi (SD) baku WHO. Di Indonesia, kriteria 

stunting mengacu pada ambang batas z-score <-2 SD berdasarkan indeks panjang 

badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). Faktor risiko 

utama terjadinya stunting di dunia diakibatkan oleh kelahiran bayi yang terlalu 

muda (prematur) atau bisa dikatakan BBLR, disusul dengan sanitasi yang kurang 

baik, dan diare (Danaei et al. 2016).  

Perkembangan prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan hasil yang 

cukup baik berdasarkan penurunan yang terus-menurus selama beberapa tahun. 

Prevalensi pada tahun 2023 sebesar 21,5% (Kemenkes 2024) menurun menjadi 

19,8% pada tahun 2024 (Kemenkes 2025). Analisis data tahun 2024 mengungkap 

disparitas yang cukup tajam di tingkat provinsi. Prevalensi stunting tertinggi 

tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka 37,0%, yang secara 

signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional (Kemenkes 2025). Sebaliknya, 

provinsi dengan capaian terbaik atau prevalensi terendah adalah Bali sebesar 8,6% 

(Kemenkes 2025). Perbedaan yang mencolok ini mengindikasikan bahwa tantangan 

penanganan stunting tidak merata dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti 

akses terhadap layanan kesehatan, ketersediaan pangan bergizi, sanitasi, dan tingkat 

kemiskinan di daerah tertinggal masih menjadi kendala utama yang harus diatasi 

secara lebih agresif dan terfokus untuk mencapai target nasional sebesar 14% pada 

tahun 2024. 

Penyebab stunting bersifat multifaktorial dan melibatkan interaksi kompleks 

antara faktor langsung, tidak langsung, dan dasar. Faktor langsungnya adalah 

asupan gizi yang tidak adekuat dan penyakit infeksi, yang sering kali saling 

memperburuk dalam siklus malnutrisi-infeksi. Berdasarkan hasil penelitian Anwar 

et al. (2022), penyebab terjadinya stunting antara lain kelahiran prematur, faktor 

lingkungan, Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS), anggota keluarga yang 

perokok, diare, jarak kelahiran, dan pengetahuan anggota keluarga. Sementara itu, 

penyakit infeksi berulang, terutama diare dan infeksi cacing usus, menyebabkan 

malabsorpsi nutrisi, peningkatan kebutuhan metabolisme, dan anoreksia, sehingga 

semakin memperparah defisit nutrisi. Stunting memberikan dampak jangka panjang 

maupun pendek berupa terhambatnya perkembangan kognitif, motorik, dan verbal 

anak yang akan berpengaruh dalam produktivitas. Stunting memperbesar 

kemungkinan terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti obesitas, 

hipertensi, diabetes, dan kanker. Dampak lanjutannya adalah penurunan 

produktivitas dan potensi pendapatan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan 

kerugian ekonomi berskala nasional. Berikut data prevalensi stunting yang terdapat 

di Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang dibagi menjadi 5 kategori  
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Tabel 4  Distribusi provinsi berdasarkan kategori prevalensi stunting di Indonesia 

Kategori N % 

Sangat rendah (<2,5%) 0 0 

Rendah (2,5-<10%) 1 2,9 

Sedang (10-<20%) 12 35,3 

Tinggi (20-<30%) 19 55,9 

Sangat tinggi (≥30%) 2 5,8 

Berdasarkan sebaran kategori prevalensi di Indonesia tidak ada satupun yang 

termasuk kategori sangat rendah. Sebagian besar provinsi (55,9%) termasuk 

kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan target RPJMN Tahun 2020-2024, 

prevalensi stunting di Indonesia pada akhir RPJMN masih jauh dari target yang 

ditentukan. 

 
Sumber: de Onis (2019) dan Survei Status Gizi Indonesia 2024 (Kemenkes 2025) 

Gambar 3 Distribusi provinsi berdasarkan prevalensi stunting di Indonesia 

Dari 34 provinsi di Indonesia, dapat terlihat disparitas yang begitu tinggi 

antara provinsi dengan prevalensi terendah yaitu Provinsi Bali (8,6%) dengan 

provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (37%). Keduanya 

terpaut rentang yang begitu jauh yakni 28,4%. Target RPJMN Tahun 2020-2024 

yakni prevalensi stunting turun menjadi 14% (Bappenas 2020). Jika dibandingkan 

dengan target RPJMN 2020-2024, hanya ada satu provinsi yang mencapai target 

yakni Provinsi Bali. Prevalensi stunting tingkat provinsi tahun 2024 menunjukkan 

disparitas yang tajam antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur 

Indonesia (KTI). Secara umum, provinsi-provinsi yang ada di KBI memiliki 

prevalensi stunting lebih rendah seperti Bali (8,6%), Jawa Timur (14,7%), dan 

Kepulauan Riau (15,0%) yang berada pada kategori rendah dan sedang menurut 

klasifikasi de Onis et al. (2019). Di lain sisi, provinsi-provinsi dengan prevalensi 

stunting tertinggi terkonsentrasi di KTI yaitu Nusa Tenggara Timur (37,0%) dan 

Sulawesi Barat (35,4%). Berdasarkan perhitungan, rata-rata prevalensi stunting di 

KBI sebesar 18,2% sedangkan di KTI sebesar 25,1%. 

Kondisi stunting di NTT yang sangat tinggi cukup mengkhawatirkan. 

Berdasarkan penelitian Atamou et al. (2023) di lokus stunting di NTT mendapatkan 

hasil bahwa pengetahuan ibu, pemanfaatan layanan kesehatan, sanitasi rumah 

tangga, riwayat penyakit menular, pengasuhan ibu menjadi faktor-faktor yang 
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penentu stunting pada balita. Temuan tersebut didukung dengan data SSGI bahwa 

di provinsi NTT terdapat sanitasi yang belum layak sebanyak 27,9% (Kemenkes 

2025). Angka tersebut tertinggi dibandingkan provinsi lain.  

Bali sebagai provinsi dengan prevalensi stunting terendah memiliki cakupan 

sanitasi yang layak sebesar 96,8%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 83,60% 

menurut data SSGI 2025 (Kemenkes 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

masyarakat Bali memiliki akses yang lebih baik terhadapa lingkungan yang sehat 

dan bersih sehingga menurunkan risiko paparan penyakit yang menekan terjadinya 

stunting. Berdasarkan penelitian Santika dan Anandari et al. (2025), melaporkan 

bahwa Provinsi Bali didukung oleh kondisi infrastruktur yang relatif baik termasuk 

jalan, akses air bersih, dan akses air minum yang layak. Infrastruktur yang memadai 

berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, 

distribusi pangan. Selain itu, berdasarkan perhitungan Indeks Pembangunan 

Kesehatan Masyarakat di Indonesia, provinsi Bali memiliki skor tertinggi sebesar 

65 (Suparmi et al. 2018) 

4.2  Kerawanan Pangan 

Kerawanan pangan merupakan kondisi ketika rumah tangga atau individu 

tidak memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan memadai 

untuk memenuhi kebutuhan hidup aktif dan sehat. Menurut Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan, 

keterjangkauan, pemanfaatan, keamanan pangan, serta stabilitas pangan. Apabila 

salah satu aspek tersebut terganggu, maka dapat terjadi kerawanan pangan. 

Ketahanan dan kerawanan pangan dapat diukur dengan berbagai parameter seperti 

Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Global Food Security Index (GFSI), Food 

Insecurity Experience Scale (FIES), dan Household Food Insecurity Access Scale 

(HFIAS) 

Pada konsep pengukuran dengan FIES, parameter kerawanan pangan diukur 

dengan menggunakan delapan pertanyaan yakni mengenai kekhawatiran responden 

tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan, mampu tidaknya mengonsumsi 

makanan yang sehat dan bergizi, seberapa beragam mengonsumsi jenis makanan, 

terpaksa melewatkan waktu makan, makan lebih sedikit dari yang seharusnya, 

kehabisan persediaan makanan di rumah tangga, merasa lapar tetapi tidak makan, 

hingga tidak makan sama sekali selama sehari penuh (FAO 2025). Hasil tersebut 

dibagi menjadi kategori ringan, sedang, dan berat berdasarkan pengalaman individu 

dalam mengakses pangan (FAO 2025). Konsep ini menggunakan rumah tangga 

dengan kerawanan pangan sedang umumnya mulai mengalami penurunan kualitas 

makanan, sedangkan pada kerawanan pangan berat individu dapat mengalami 

pengurangan jumlah konsumsi bahkan tidak makan dalam periode tertentu. Berikut 

sebaran data prevalensi kerawanan pangan sedang berat berdasarkan FIES 

berdasarkan provinsi di Indonesia Tahun 2024 terdapat pada Gambar 4. 
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Sumber: BPS (2025) 

Gambar 4 Distribusi provinsi berdasarkan prevalensi kerawanan pangan sedang 

berat berdasarkan FIES di Indonesia 

Pada tahun 2024, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat prevalensi 

kerawanan pangan sedang atau berat tertinggi sebesar 14,48%, sementara NTT 

sekaligus menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi nasional sebesar 

37% (Kemenkes 2025). Prevalensi kerawanan pangan sedang-berat menunjukkan 

pola disparitas yang searah dengan stunting. Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(14,48%) merupakan provinsi dengan prevalensi FIES tertinggi yang seluruhnya 

berada di KTI (BPS 2025). Sementara itu, mayoritas provinsi di KBI menunjukkan 

prevalensi kerawanan pangan yang jauh lebih rendah yaitu dengan rata-rata 3,33%. 

Di lain sisi, rata-rata prevalensi kerawanan pangan berat sedang di KTI sebesar 

6,14%. Rachmaningsih dan Priyarsono (2015) dalam studi ketahanan pangan di 190 

kabupaten/kota KTI menemukan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat 

pendidikan rendah, dan keterbatasan infrastruktur secara sistematis berkontribusi 

terhadap tingginya kerawanan pangan di kawasan ini.  

Fenomena konsentrasi kerawanan pangan di KTI mencerminkan 

ketimpangan struktural sistem pangan nasional yang berakar pada aspek geografis 

dan logistik. Nurhasan et al. (2021) menemukan bahwa Papua Barat mengalami 

transisi pola konsumsi dari sagu dan umbi-umbian menuju beras, padahal 

agroekologi setempat tidak mendukung produksi padi sehingga menciptakan 

ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar. Kondisi geografis kepulauan di 

Maluku dan Papua serta dataran kering di Nusa Tenggara Timur juga menjadi 

tantangan struktural dalam distribusi pangan yang stabil. Sebaliknya, provinsi-

provinsi di KBI menikmati keunggulan geografis dan infrastruktur logistik yang 

lebih baik. Jaringan pasar, jalan raya, pelabuhan, dan rantai pasok pangan yang 

terkonsolidasi di Jawa-Sumatera-Bali memungkinkan akses pangan yang lebih 

stabil dan terjangkau. Konteks ini sesuai dengan kerangka HLPE (2017) yang 

menekankan food environment sebagai penghubung antara sistem pasokan dan 

permintaan, di mana ketimpangan akses fisik dan ekonomi menjadi determinan 

penting dari outcome ketahanan pangan tingkat wilayah 

4.3   Indeks Keamanan Pangan Segar 

IKPS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat 

keamanan pangan segar yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Hasil akhir 
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indeks ini yakni komposit sejumlah indikator, meliputi sumber daya manusia dan 

kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, sistem perdagangan 

pangan, kesehatan masyarakat, serta tingkat kesadaran konsumen terhadap 

keamanan pangan (Bapanas 2024). Pangan segar meliputi bahan pangan yang 

belum mengalami pengolahan, seperti buah, sayur, daging, ikan, telur, dan pangan 

segar asal tumbuhan maupun hewan lainnya. Berdasarkan kerangka  UNICEF’s 

Conceptual Framework on the Determinants of Maternal and Child Nutrition 2020 

(UNICEF 2021), lingkungan pangan yang sehat dapat mencegah penyakit serta 

mendorong pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik bagi semua anak dan 

perempuan (UNICEF 2021). Beberapa indikator lingkungan pangan menurut 

HLPE 2017, yaitu kualitas dan keamanan pangan. Keamanan pangan menjadi aspek 

penting karena pangan yang tercemar secara biologis, kimiawi, maupun fisik dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran yang dapat merugikan 

kesehatan manusia.  

Pangan segar yang tidak memenuhi standar keamanan dapat mengandung  

cemaran yang berbahaya bagi kesehatan. Pangan segar diketahui menjadi salah satu 

sumber utama penyakit bawaan pangan akibat adanya kontaminasi mikrobiologis, 

termasuk bakteri patogen seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Listeria 

monocytogenes, serta berbagai parasit dan virus yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia (Murray et al. 2017). Rantai pasok pangan segar yang sering dikelola di 

ruang terbuka mulai dari panen hingga konsumsi sehingga rentan terkontaminasi 

berbagai patogen (Murray et al. 2017). Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko 

penyakit infeksi dan gangguan penyerapan zat gizi. Pada anak stunting ditemukan 

kontaminan biologis dalam jumlah tinggi dalam mikrobioma usus sehingga lebih 

rentan terhadap infeksi patogen enterik yang mengganggu pertumbuhan linear 

(Rinanda et al. 2023). Data IKPS menurut provinsi di Indonesia. Berikut sebaran 

data Indeks Keamanan Pangan Segar secara urut berdasarkan skor dan provinsi 

disajikan pada Gambar 5.  

 
Sumber: Bapanas 2024 

Gambar 5  Distribusi provinsi berdasarkan IKPS di Indonesia 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa IKPS pada 34 provinsi di Indonesia 

memiliki disparitas yang cukup tinggi, mulai dari 21,9 (Papua Barat) hingga 80,3 

(Jawa Timur) terpaut selisih hingga 58,4 dengan skor nasional berada di angka 40,5. 
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Posisi skor nasional yang berada jauh di urutan ke-10 terendah mengindikasikan 

bahwa pencapaian keamanan pangan segar di Indonesia masih didominasi oleh 

provinsi-provinsi dengan kapasitas kelembagaan pangan yang belum optimal. 

Rentang sebesar 58,4 poin antara provinsi tertinggi dan terendah menunjukkan 

disparitas antarwilayah yang sangat tajam. IKPS yang rendah di wilayah Papua 

sesuai dengan kondisi disparitas geografis dan akses layanan, termasuk akses 

terhadap pangan yang aman dan bergizi (Widyaningsih et al. 2023). Lebarnya 

rentang ini konsisten dengan temuan Ayuningtyas et al. (2022) yang 

mendokumentasikan disparitas geografis dan sosioekonomi yang tajam pada 

masalah gizi anak di 514 kabupaten/kota Indonesia, di mana faktor wilayah 

seringkali menjadi determinan yang lebih kuat dibandingkan faktor individu rumah 

tangga semata. 

Indeks ini baru diluncurkan pada tahun 2024 dengan target skor IKPS sebesar 

61 yang tercantum pada RPJMN 2025-2029. Provinsi yang mencapai target hanya 

ada 8 provinsi dengan didominasi oleh Pulau Jawa yaitu Jawa Timur (80,3), Jawa 

Tengah (73,1), Jawa Barat (72,1), DI Yogyakarta (69,0), dan DKI Jakarta (68,8) 

sementara provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya Papua 

Barat (21,9), Maluku Utara (22,7), Papua (28,4) berada jauh di bawah ambang 

tersebut. Maka dari itu, rendahnya  IKPS menandakan bahwa provinsi tersebut tidak 

siap dalam menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat di 

provinsi itu sendiri. Tinggi-rendahnya IKPS sebagai indeks komposit yang 

mencakup lima dimensi: sumber daya manusia dan kelembagaan; pelaksanaan 

penjaminan keamanan; perdagangan pangan; kesehatan masyarakat; dan kesadaran 

konsumen.  

Rata-rata skor IKPS di KTI sebesar 42,6 sedangkan di KBI sebesar 59,9. 

Rendahnya IKPS di KTI dapat dijelaskan oleh keterbatasan infrastruktur 

pengawasan keamanan pangan. Rinanda et al. (2023) di Aceh menemukan bahwa 

anak stunting memiliki komposisi mikrobiota usus dengan dominasi kontaminan 

biologis yang tinggi, sehingga lebih rentan terhadap infeksi enterik berulang. 

Fenomena serupa lebih rentan terjadi di KTI karena rantai pasok pangan segar 

sering dikelola di ruang terbuka dengan cold chain yang terbatas (Murray et al. 

2017). Kesenjangan IKPS antara KBI dan KTI juga sejalan dengan disparitas 

indeks pembangunan kesehatan secara umum, sebagaimana ditunjukkan Suparmi 

et al. (2018) bahwa Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat lebih tinggi di 

provinsi-provinsi yang terdapat di wilayah barat Indonesia. Kesenjangan ini 

mengindikasikan bahwa penguatan sistem keamanan pangan segar perlu 

diprioritaskan di KTI melalui peningkatan kapasitas SDM pengawasan dan 

penguatan kelembagaan. 

4.4  Konsumsi Pangan 

Pertumbuhan linear yang optimal membutuhkan asupan yang adekuat sebagai 

modal dasar. Di Indonesia, AKG yang ditetapkan melalui Widyakarya Nasional 

Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2012, yaitu 2.100 kkal/kapita/hari untuk energi 

dan 57 gram/kapita/hari untuk protein. Kecukupan konsumsi energi dan protein 

diukur melalui TKE dan TKP, yang membandingkan konsumsi aktual dengan 

anjuran (Bapanas 2024). Stunting sebagai kondisi kekurangan gizi kronik yang 

ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah -2 standar deviasi WHO terjadi 
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akibat kumulasi defisiensi energi dan zat gizi yang berlangsung dalam jangka 

panjang.  

Kualitas konsumsi diukur berdasarkam skor pola pangan harapan. PPH 

memiliki pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) 

sehingga skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat 

keragaman pangan (Argandi et al. 2019). Anak yang mengonsumsi makanan 

beragam memiliki peluang lebih besar untuk mencapai status gizi normal Kondisi 

ini menunjukkan bahwa rendahnya keragaman pangan dapat meningkatkan risiko 

terjadinya gangguan pertumbuhan. Konsumsi berbagai kelompok pangan, seperti 

kacang-kacangan, produk susu, daging, telur, serta buah dan sayuran yang kaya 

vitamin dan mineral, berkontribusi terhadap kecukupan asupan mikronutrien yang 

dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal 

(Santika et al. 2016). Selain itu, konsumsi lebih berkualitas dengan menggunakan 

prinsip berkelanjutan. Salah satunya berdasarkan acuan PHD. Klasifikasi pangan 

berdasarkan PHD terdapat dua jenis yakni emphasized food dan limited food. 

Emphasize food terdiri dari biji-bijian utuh, sayur, buah, minyak tak jenuh, kacang-

kacangan, polong-polongan, dan ikan (Stubbendorff  et al. 2022). Sayur, buah, dan 

ikan termasuk pada emphasize food (Stubbendorff  et al. 2022). 

4.4.1 Tingkat Kecukupan Energi 

Tingkat Kecukupan Energi (TKE) merupakan indikator yang 

menggambarkan perbandingan antara konsumsi energi aktual penduduk dengan 

AKE yang dianjurkan, yaitu 2.100 kkal/kapita/hari. Pengkategorian TKE 

mengacu pada klasifikasi WNPG (2012) yang membagi kecukupan menjadi 

lima kategori: defisit berat (<70%), defisit sedang (70–79%), defisit ringan (80–

89%), cukup (90–119%), dan berlebih (≥120%). Distribusi provinsi 

beradasarkan TKE di Indonesia disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5  Distribusi provinsi berdasarkan TKE di Indonesia 

Kategori N % 

Defisit berat (<70%), 0 0 

Defisit sedang (70–79%) 0 0 

Defisit ringan (80–89%), 4 11,8% 

Cukup (90–119%) 30 88,2 

Berlebih (≥120% 0  
Sumber: Direktori Konsumsi Pangan 2024 (2025) dan WNPG (2012). 

Sebaran TKE menurut provinsi di Indonesia tahun 2024 disajikan pada 

Gambar 6.  
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Sumber: de Onis (2019); Direktori Konsumsi Pangan 2024 (Bapanas 2025) 

Gambar 6  Distribusi provinsi berdasarkan TKE di Indonesia 

Hasil analisis menunjukkan bahwa TKE antarprovinsi berkisar antara 

84,3% hingga 115,2%, dengan capaian nasional sebesar 97,7% yang tergolong 

kategori cukup. Secara keseluruhan, tidak ada provinsi yang berada pada 

kategori defisit berat, defisit sedang, maupun kelebihan. Mayoritas provinsi 

tergolong kategori cukup (90–119%), sementara empat provinsi tergolong 

defisit ringan (80–89%), yaitu Papua Barat (84,3%), Maluku (85,4%), Maluku 

Utara (85,7%), dan Kalimantan Utara (89%). Provinsi dengan TKE terendah 

adalah Papua Barat (84,3%), sedangkan tertinggi adalah Nusa Tenggara 

Barat/NTB (115,2%) diikuti Bali (109,3%). Tingkat konsumsi energi di KTI dan 

KBI sudah memenuhi angka kecukupan. Rata-rata konsumsi energi di KTI 

sebesar 94,2% dan di KBI sebesar 98,2%. 

4.4.2 Tingkat Kecukupan Protein 

TKP merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara 

konsumsi protein aktual penduduk dengan Angka Kecukupan Protein (AKP) 

yang dianjurkan, yaitu 57 g/kapita/hari. Pengkategorian TKP mengacu pada 

klasifikasi WNPG (2012) yang membagi kecukupan menjadi lima kategori: 

defisit berat (<70%), defisit sedang (70–79%), defisit ringan (80–89%), cukup 

(90–119%), dan berlebih (≥120%). Distribusi provinsi berdasarkan tingkat 

konsumsi protein di Indonesia disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6  Distribusi provinsi berdasarkan TKP di Indonesia 

Kategori  N % 

Defisit berat (<70%), 0 0 

Defisit sedang (70–79%) 0 0 

Defisit ringan (80–89%), 0 0 

Cukup (90–119%) 32 94,1 

Berlebih (≥120% 2 6,9 
Sumber: WNPG (2012); Direktori Konsumsi Pangan (Bapanas 2024) 

Berdasarkan data di atas, berikut sebaran TKP menurut provinsi di 

Indonesia tahun 2024 disajikan pada Gambar 7. 
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Sumber: Direktori Konsumsi Pangan (Bapanas 2025) 

Gambar 7  Distribusi provinsi berdasarkan TKP di Indonesia 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai TKP berkisar antara 

90,8% (terendah) hingga 130,6% (tertinggi) dengan rentang 39,8%. Berdasarkan 

klasifikasi WNPG (2012), seluruh provinsi berada pada kategori normal hingga 

kelebihan, dengan rata-rata nasional yang tergolong kategori normal (90–119%). 

Berdasarkan wilayah, rata-rata konsumsi protein di KBI mencapai 109,6% dan 

di KTI mencapai 105,9%. Capaian TKP yang seluruhnya berada di atas 90% 

mengindikasikan bahwa secara kuantitas, kebutuhan protein penduduk 

Indonesia pada level agregat provinsi telah relatif terpenuhi. Konsumsi protein 

tersebut dapat berupa protein nabati atau protein hewani. Menurut Headey et al. 

(2018) menegaskan bahwa untuk pencegahan stunting yang determinan bukan 

sekadar kuantitas protein melainkan kualitasnya, terutama ketersediaan protein 

hewani (animal source foods) yang kaya asam amino esensial lengkap, zinc, zat 

besi heme, dan vitamin B12. 

4.4.3  Skor Pola Pangan Harapan 

PPH merupakan susunan konsumsi pangan yang didasarkan pada proporsi 

keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan, yang bertujuan memenuhi 

kebutuhan gizi baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragaman (BKP 2015). 

Dalam kerangka PPH, konsumsi pangan penduduk dianalisis berdasarkan 

sembilan kelompok pangan, yaitu (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan 

hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, 

(7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain (bumbu), yang masing-masing 

diberi bobot berbeda berdasarkan fungsi triguna makanan (Bapanas 2024).  Data 

skor Pola Pangan Harapan di Indonesia berdasarkan kategori disajikan pada 

Tabel 7. 
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Tabel 7  Distribusi provinsi berdasarkan kategori skor PPH di Indonesia 

Kategori N % 

Sangat kurang: ≤80 4 11,8 

Kurang: 81-90; TKE <90 dan >119%: kurang 2 5,9 

Sedang: 81-90; TKE 90-119%: sedang 14 41,2 

Cukup baik: > 90; TKE <90% dan >119% 0 0 

Baik: >90 TKE 90-119% 14 41,2 

Sebaran skor PPH menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2024 

disajikan pada Gambar 8. 

      
   Sumber: Direktori Konsumsi Pangan 2024 (Bapanas 2025) 

Gambar 8  Distribusi provinsi berdasarkan skor PPH di Indonesia 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor PPH pada 34 provinsi 

di Indonesia tahun 2024 memiliki rata-rata sebesar 93,5. Skor PPH berkisar 

antara 72,4 (terendah) di NTT hingga 95,7 (tertinggi) di DIYogyakarta dengan 

rentang 23,3. Sebaran ini menunjukkan bahwa mayoritas provinsi Indonesia 

telah mencapai skor PPH yang tergolong sedang hingga baik. Namun, masih 

terdapat sekitar 11,8% provinsi yang skor PPH-nya berada di bawah 80. Jika 

dibandingkan dengan target skor PPH nasional pada RPJMN 2020–2024 sebesar 

95.2, hanya satu provinsi yang mencapai target yaitu DIYogyakarta (Badan 

Ketahanan Pangan 2015). Skor PPH merefleksikan prinsip konsumsi pangan 

Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), sehingga menjadi indikator 

komprehensif yang menangkap kualitas dan keragaman konsumsi pangan 

(Argandi et al. 2019).  

Skor tinggi di kawasan DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur didukung 

dengan keragaman produkasi pangan yang paling lengkap di antara provinsi 

Indonesia, sehingga diversifikasi konsumsi didukung oleh diversifikasi produksi 

lokal (Kementan 2024). DIYogyakarta memiliki akses pasar pangan yang 

matang dan pendek karena secara geografis berdampingan langsung dengan 

sentra produksi hortikultura Jawa Tengah (Magelang, Klaten, Boyolali), 

sehingga distribusi sayur-buah segar berlangsung cepat dan cenderung akan 

lebih terjangkau. Didukung dengan bukti bahwa daerah Jawa Tengah ditetapkan 

sebagai Kawasan Pertanian Nasional berdasarkan keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 472 Tahun 2018 yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, 
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perkebunan, dan peternakan (Kementan 2018). Tingginya skor PPH di Jawa 

Timur terjadi karena provinsi tersebut merupakan provinsi dnegan produksi padi 

terbesar, produsen sapi terbesar, serta sentra ayam, serta buah dan sayur (BPS 

2024) Berdasarkan wilayah, rata-rata skor PPH di KTI sebesar 83,8 ± 5,78 

sedangkan di KBI sebesar 91,1 ± 2,8. Hal ini sejalan dengan kerangka UNICEF 

(2021) yang menempatkan keragaman dan kualitas diet sebagai determinan 

langsung status gizi anak. 

4.4.4  Tingkat Konsumsi Sayur menurut Planetary Health Diet (PHD) 

Berdasarkan rekomendasi PHD, 50% volume piring PHD adalah 

kombinasi sayur dan buah berbasis tumbuhan dengan komposisi gramasi tiga 

teratas yaitu urutan pertama sayur (300 g) dan urutan ketiga buah (200 g) 

(Rockström et al. 2025). Sayur menghasilkan beban GHG emission <3 kg CO₂-

eq per 1 kg yakni 10 kali lebih rendah dibandingkan daging merah (Poore dan 

Nemecek 2018). Sayur dan buah kaya akan mikronutrien yang mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Vitamin A mikronutrien larut lemak yang 

esensial untuk pertumbuhan, imunitas, dan penglihatan yang baik. Konsumsi 

kombinasi sayur dan buah lebih efektif dibandingkan konsumsi satu jenis 

tunggal (Shahidi dan Ambigaipalan 2022). Tingkat kecukupan konsumsi sayur 

menurut PHD disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8  Distribusi provinsi berdasarkan konsumsi aktual dan tingkat konsumsi 

sayur menurut PHD di Indonesia 

Provinsi Konsumsi aktual Tingkat Konsumsi 

menurut PHD 

Aceh 123,3 48,9 
Sumatera Utara 137,9 54,7 
Sumatera Barat 122,1 48,4 
Riau 125,0 49,6 
Jambi 138,5 55,0 
Sumatera Selatan 154,2 61,2 
Bengkulu 156,0 61,9 
Lampung 174,6 69,3 
Kep. Bangka Belitung 110,7 43,9 
Kepulauan Riau 128,7 51,1 
DKI Jakarta 136,3 54,1 
Jawa Barat 131,6 52,2 
Jawa Tengah 159,2 63,2 
DI Yogyakarta 153,9 61,1 
Jawa Timur 152,8 60,6 
Banten 146,3 58,1 
Bali 158,9 63,1 
Nusa Tenggara Barat 179,9 71,4 
Nusa Tenggara Timur 155,4 61,7 
Kalimantan Barat 111,8 44,4 
Kalimantan Tengah 125,9 50,0 
Kalimantan Selatan 106,4 42,2 
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Tabel 8  Distribusi provinsi berdasarkan konsumsi aktual dan tingkat konsumsi 

sayur menurut PHD di Indonesia (lanjutan) 

Provinsi Konsumsi aktual Tingkat Konsumsi 

menurut PHD 

Kalimantan Timur 129,8 51,5 

Kalimantan Utara 106,0 42,1 

Sulawesi Utara 119,0 47,2 

Sulawesi Tengah 128,8 51,1 

Sulawesi Selatan 127,2 50,5 

Sulawesi Tenggara 139,3 55,3 

Gorontalo 117,8 46,7 

Sulawesi Barat 117,0 46,4 
Maluku 120,8 47,9 
Maluku Utara 109,8 43,6 
Papua Barat 130,2 51,7 
Papua 142,1 56,4 

Indonesia 134,6 53,4 

Berdasarkan data di atas, konsumsi sayur secara nasional masih diangka 

53,4%. Indonesia masih rendah dalam konsumsi sayur. Distribusi provinsi 

berdasarkan konsumsi sayur berdasarkan rekomendasi PHD disajikan pada 

Gambar 9. 

 
Sumber: Direktori Konsumsi Pangan 2024 (Bapanas 2025) 

Gambar 9 Distribusi provinsi berdasarkan tingkat konsumsi sayur menurut   

PHD di Indonesia  

Sebagian besar provinsi tidak memenuhi rekomenuhi rekomendasi PHD 

bahkan rata-rata Indonesia saja masih di 53,4%. Hanya Lampung dan Nusa 

Tenggara Barat yang mengonsumsi sayur sesuai PHD meskipun dengan nilai 



26 

yang masih mendekati batas bawah konsumsi sayur. Berdasarkan wilayah, KBI 

unggul sekitar 5,7% dengan rata-rata 56,3 dibanding KTI dengan rata-rata 50,61. 

Meskipun rata-rata KTI lebih rendah, provinsi dengan konsumsi sayur tertinggi 

justru berada di KTI yaitu di NTB  (71,4%). Di lain sisi, provinsi terendah juga 

di KTI yaitu Kalimantan Utara, (42,1%). KTI menunjukkan disparitas yang jauh 

lebih lebar daripada KBI konsisten dengan karakteristik ketimpangan struktural 

KTI. 

Secara nasional, sebanyak 97,1% penduduk Indonesia mengonsumsi 

sayur. Namun, masih kurang jika dibandingkan anjuran pedoman gizi seimbang 

dengan kelompok remaja (98,4%) sebagai yang tertinggi (Hermina dan Prihatini 

2016). Penelitian oleh Ramadhani et al. (2025) mengidentifikasi keragaman 

tanaman hortikultura lokal di Kabupaten Sumbawa (NTB) yang meliputi 

berbagai jenis sayuran seperti labu air, kelor, pare hutan, okra, dan terung kuning 

bulat. Tanaman-tanaman ini tidak hanya memiliki nilai gizi tinggi, tetapi juga 

memiliki keunggulan adaptif terhadap kondisi agroekologi yang cenderung 

kering. Selain itu, olahan sayur unggulan dan khas NTB yakni plecing kangkung 

(Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB 2024) 

Rendahnya konsumsi sayur di Kalimantan Utara (42,1%) tidak dapat 

dilepaskan dari kondisi struktural sistem pangan wilayahnya. Secara agronomis, 

Kalimantan memiliki kondisi tanah yang gambut seluas 1.048.611 hektar 

sehingga menghambat produktivitas hortikultura akibat kemasaman tanah dan 

pencucian hara yang intensif (Masganti et al. 2020). Karakteristik tanah wilayah 

Kalimantan dengan lahan gambut kurang cocok untuk hortikultura, sehingga 

wilayah ini bergantung pada pasokan sayur dari luar daerah dengan rantai 

distribusi panjang yang menaikkan harga dan menurunkan akses sehingga 

konsumsi sayur rendah.   

4.4.5  Tingkat Konsumsi Buah menurut Planetary Health Diet (PHD) 

Sama halnya dengan sayur, konsumsi buah menjadi komposisi utama 

dalam piring PHD. Tingkat kecukupan konsumsi buah menurut PHD disajikan 

pada Tabel 9. 

Tabel 9  Distribusi provinsi berdasarkan konsumsi aktual dan tingkat konsumsi 

buah menurut PHD di Indonesia 

Provinsi Konsumsi aktual (g) Tingkat Konsumsi 

(%) 

Aceh 85,5 50,9 

Sumatera Utara 83,3 49,6 

Sumatera Barat 94,0 56,0 

Riau 81,7 48,6 

Jambi 156,8 93,3 

Sumatera Selatan 145,1 86,4 

Bengkulu 126,5 75,3 

Lampung 103,1 61,4 

Kep. Bangka Belitung 170,8 101,7 

Kepulauan Riau 87,2 51,9 

DKI Jakarta 97,3 57,9 
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Tabel 9  Distribusi provinsi berdasarkan konsumsi aktual dan tingkat konsumsi 

buah menurut PHD di Indonesia (lanjutan) 

Provinsi Konsumsi aktual (g) Tingkat Konsumsi 

(%) 

Jawa Barat 98,8 58,8 

Jawa Tengah 89,6 53,3 

DI Yogyakarta 97,2 57,9 

Jawa Timur 97,3 57,9 

Banten 103,6 61,7 

Bali 115,1 68,5 

Nusa Tenggara Barat 107,6 64,1 

Nusa Tenggara Timur 52,4 31,2 

Kalimantan Barat 116,6 69,4 

Kalimantan Tengah 116,3 69,2 

Kalimantan Selatan 142,9 85,1 

Kalimantan Timur 120,3 71,6 

Kalimantan Utara 76,3 45,4 

Sulawesi Utara 137,8 82,0 

Sulawesi Tengah 125,7 74,8 

Sulawesi Selatan 140,3 83,5 

Sulawesi Tenggara 125,2 74,5 

Gorontalo 105,2 62,6 

Sulawesi Barat 150,2 89,4 

Maluku 101,0 60,1 

Maluku Utara 120,6 71,8 

Papua Barat 87,2 51,9 

Papua 67,9 40,4 

Indonesia 109,6 65,2 

  Berdasarkan data di atas, sebaran data konsumsi buah sesuai rekomendasi 

PHD menurut provinsi di Indonesia tahun 2024 disajikan pada Gambar 10. 
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Sumber: Direktori Konsumsi Pangan 2024 (Bapanas 2025) 

Gambar 10  Distribusi provinsi berdasarkan tingkat konsumsi buah di Indonesia 

berdasarkan PHD 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kecukupan konsumsi 

buah terhadap PHD pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2024 memiliki rata-rata 

sebesar 65,2%. Konsumsi terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dengan tingkat konsumsi sebesar 31,2% sedangkan konsumsi tertinggi berada di 

provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat konsumsi sebesar 101,7%. 

Keduanya terpaut selisih sebesar 70,5%. Menurut data BPS (2025), provinsi 

Jawa Tengah menjadi produsen alpukat, jambu air, dan jambu biji terbanyak di 

Indonesia. Begitu juga dengan Jawa Timur, menjadi produsen mangga, jeruk, 

siam, dan nangka terbanyak di Indonesia. Berdasarkan wilayah, Kawasan Barat 

Indonesia memiliki nilai rata-rata konsumsi buah sesuai rekomendasi PHD 

sebesar 64,2% sedangkan rata-rata di Kawasan Timur Indonesia sebesar 67,4. 

Berbeda dengan variabel lain, KTI lebih unggul dibandingkan KBI. Hal ini 

menunjukkan bahwa provinsi dengan produksi buah yang tinggi menjadikan 

provinsi tersebut tinggi secara konsumsi.  

Selain buah, konsumsi ikan di Indonesia pelru dilihat dari sisi 

keberlanjutan. PHD didesain untuk mendukung kesehatan optimal manusia 

sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan makanan yang 

dipentingkan yaitu ikan, sayur, dan buah. Ikan merupakan salah satu komponen 

protein hewani yang direkomendasikan secara eksplisit oleh PHD sebagai 

bagian dari pola makan yang berkelanjutan, dengan batas konsumsi 40 

kkal/kapita/hari atau setara sekitar 28 gram ikan per hari (Willett et al. 2019). 

Ikan dipilih karena memilih jejak karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan 

daging merah atau unggas emisi gas rumah kaca dari produksi ikan hanya 6 kg 

CO₂-eq per 100 gram protein, dibandingkan 50 kg CO₂-eq per 100 gram protein 

untuk daging sapi (Poore dan Nemecek 2018). Ikan juga mengandung protein 

dengan nilai cerna tinggi sehingga mudah dimanfaatkan oleh tubuh 
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dimanfaatkan oleh tubuh, dan memiliki fungsi penting bagi kesehatan (Ngaisyah 

dan Rohman 2019). Selain itu, ikan laut mengandung asam lemak tidak jenuh 

omega-3, yaitu EPA (eicosapentaenoic acid) dan DHA (docosahexaenoic acid), 

yang berperan dalam regenerasi sel serta mendukung perkembangan dan fungsi 

otak serta penglihatan  (Ngaisyah dan Rohman 2019). Data konsumsi dan tingkat 

konsumsi berdasarkan PHD disajikan pada Tabel 10.  

Tabel 10  Distribusi provinsi berdasarkan konsumsi aktual dan tingkat konsumsi 

ikan menurut PHD di Indonesia  

Provinsi Konsumsi aktual 

(g) 

Tingkat Konsumsi 

berdasarkan PHD 

(%) 

Aceh 99,6 423,9 

Sumatera Utara 86,1 366,2 

Sumatera Barat 59,5 253,2 

Riau 82,2 350,0 

Jambi 69,3 295,0 

Sumatera Selatan 80,1 340,8 

Bengkulu 69,3 294,7 

Lampung 60,2 256,4 

Kep. Bangka Belitung 100,3 426,8 

Kepulauan Riau 87,6 373,0 

DKI Jakarta 64,7 275,3 

Jawa Barat 43,5 185,3 

Jawa Tengah 35,7 151,8 

DI Yogyakarta 29,3 124,7 

Jawa Timur 50,6 215,2 

Banten 65,2 277,4 

Bali 44,7 190,3 

Nusa Tenggara Barat 77,7 330,5 

Nusa Tenggara Timur 55,0 233,9 

Kalimantan Barat 75,5 321,2 

Kalimantan Tengah 84,5 359,7 

Kalimantan Selatan 83,7 356,0 

Kalimantan Timur 91,0 387,2 

Kalimantan Utara 107,5 457,6 

Sulawesi Utara 103,6 440,8 

Sulawesi Tengah 97,6 415,4 

Sulawesi Selatan 98,5 419,2 

Sulawesi Tenggara 112,7 479,7 

Gorontalo 90,6 385,7 

Sulawesi Barat 90,5 385,2 

Maluku 102,9 438,0 

Maluku Utara 103,1 438,8 

Papua Barat 86,7 368,8 

Papua 97,4 414,5 

Indonesia 79,0 336,2 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata konsumsi ikan 

di Indonesia mencapai 79,0 g/hari dengan rata-rata tingkat konsumsi ikan 

berdasarkan PHD berada di angka 336,2%. Hasil tersebut jauh dari batas 

bawah rekomendasi konsumsi ikan 23,5 g/hari menurut PHD. Konsumsi ikan 

terendah ada di DIYogyakarta pada angka 29,3 g/hari dengan tingkat 

kecukupan lebih dari 100% yaitu 124,7 g/hari. Distribusi provinsi 

berdasarkan tingkat konsumsi ikan berdasarkan rekomendasi PHD menurut 

provinsi disajikan pada Gambar 11. 

        

 
Sumber: Direktori Konsumsi Pangan 2024 (Bapanas 2025) 

Gambar 11 Distribusi provinsi berdasarkan tingkat konsumsi sayur menurut 

PHD di Indonesia  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kecukupan konsumsi 

ikan terhadap PHD pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2024 memiliki rata-rata 

sebesar 336,2%. Nilai berkisar antara 124,7% (terendah) yaitu di provinsi DI 

Yogyakarta hingga 479,7% (tertinggi) yaitu di provinsi Sulawesi Tenggara 

dengan rentang atau selisih yang sangat lebar yaitu 355,0%. Rentang nilai yang 

sangat lebar mencerminkan disparitas geografis antara provinsi pesisir dan 

kepulauan (seperti Maluku, NTT, Sulawesi) dengan provinsi daratan. 

Berdasarkan wilayah, Kawasan Timur Indonesia memiliki rata-rata konsumsi 

lebih besar dibandingkan Kawasan Barat Indonesia yaitu 385,5% sedangkan di 

KBI sebesar 282,3% terpaut 103,2%. Berdasarkan temuan, seluruh provinsi 

memiliki tingkat konsumsi ikan jauh di atas 100% target PHD. Bahkan provinsi 

dengan capaian terendah (124,7%) tetap melampaui target. Kondisi ini sangat 

kontras dengan konsumsi sayur dan buah yang seluruhnya berada di bawah 

target. Ikan merupakan emphasized food (pangan yang dianjurkan) dalam 

klasifikasi PHD (Stubbendorff et al. 2022) dan target PHD untuk ikan relatif 

rendah (setara 23,5 g/kapita/hari setelah penyesuaian AKE) karena 

pertimbangan keberlanjutan lingkungan. 
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4.5  Hubungan Kerawanan Pangan dengan Stunting 

Kerawanan pangan berkaitan dengan akses untuk memperoleh pangan 

konsumsi. Penelitian Afriyani et al. (2016) menunjukkan bahwa balita dari rumah 

tangga dengan ketahanan pangan rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami 

masalah gizi. Ketidakcukupan konsumsi energi, protein, vitamin, dan mineral 

dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan anak sehingga 

meningkatkan risiko stunting. Oleh karena itu, pengkajian hubungan kerawanan 

pangan sedang dan berat dengan stunting menjadi penting untuk memahami 

pengaruh akses pangan terhadap status gizi anak serta mendukung penyusunan 

intervensi gizi yang lebih tepat sasaran. Hasil uji normalitas dari data prevalensi 

kerawanan pangan sedang berat menunjukkan ditribusi data yang tidak normal 

sehingga analisis menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil analisis hubungan 

antara prevalensi kerawanan pangan berat sedang berdasarkan FIES dengan 

prevalensi stunting disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11 Analisis hubungan prevalensi kerawanan pangan sedang atau berat 

dengan prevalensi stunting  

Variabel Koefisien Korelasi (r) Signifikansi 

Prevalensi kerawanan 

pangan sedang atau berat 

0,540 0,001 

Hubungan antara prevalensi kerawanan pangan dengan stunting 

menunjukkan hubungan yang sedang arah positif (r = 0,540) dan bermakna 

signifikan  (p = 0,001). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

prevalensi kerawanan pangan sedang-berat maka semakin tinggi prevalensi 

stunting di provinsi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Tiongkok 

yang dilakukan Yang et al. (2019), kerawanan pangan berhubungan positif dengan 

stunting pada kelompok kerawanan pangan rumah tangga sedang: OR = 3,47, 95% 

CI: 1,60, 7,54 dan kerawanan pangan rumah tangga parah: OR = 6,50, 95% CI: 

2,81, 15,00.   

Hasil kerawanan pangan di Indonesia Timur mencerminkan ketimpangan 

struktural sistem pangan nasional. Kondisi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur 

mencakup kemiskinan ekstrem dengan lebih dari 21% penduduk di bawah garis 

kemiskinan, hanya 60,04% rumah tangga memiliki sanitasi layak, dan geografi 

tanah yang cenderung kering (Picauly et al. 2024). Sejak Revolusi Hijau, 

masyarakat menjadi ketergantungan beras sebagai sumber karbohidrat utama 

sedangkan Provinsi NTT secara tradisional dan agroekologi setempat lebih 

cenderung mengonsumsi sorgum dan jagung (Nurhasan et al. 2021). Pola yang 

terjadi di daerah Indonesia Timur dapat dilihat dari prevalensi kerawanan pangan 

sedang berat tertinggi dimiliki Nusa Tenggara Timur sekaligus memiliki prevalensi 

stunting yang tinggi juga.  

FIES secara langsung mengukur akses pangan masyarakat berdasarkan 

pengalaman. Menurut penelitian Cafiero (2018) di 153 negara, prevalensi 

kerawanan pangan sedang dan berat yang diukur dengan FIES berkorelasi kuat 

dengan prevalensi kekurangan gizi (r = 0.790), malnutrisi anak (r =0.60), 

kemiskinan (r = 0.84), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (r = -0,86), dan 

kematian balita (r = 0.87). Kerawanan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor 
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sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian Sheikomar (2022), menemukan bahwa 

prevalensi kerawanan pangan berat lebih tinggi pada kelompok dengan pendapatan 

rendah, pendidikan rendah, pengangguran, serta masyarakat yang tinggal di 

wilayah konflik dan pedesaan. Kekhawatiran akan ketidakcukupan pangan di masa 

depan merupakan salah satu tanda awal kerawanan pangan yang banyak dialami 

responden. Kondisi ini mendorong individu untuk mengubah pola konsumsinya 

dengan memilih makanan yang lebih terbatas, sehingga keragaman dan kualitas 

asupan pangan yang dikonsumsi menjadi semakin rendah (Saint Ville et al. 2019). 

Keragaman dan kualitas asupan tidak adekuat dapat mengakibatkan masalah gizi 

salah satunya stunting.  

4.6  Hubungan Indeks Keamanan Pangan Segar dengan Stunting 

Selain akses ekonomi terhadap pangan, dimensi keamanan pangan (food 

safety) merupakan komponen penting dalam lingkungan pangan (food 

environment) dalam menunjang status gizi. Pangan segar yang beredar dan 

dikonsumsi masyarakat rentan terkontaminasi cemaran biologis, kimiawi, maupun 

fisik yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi dan menghambat pertumbuhan 

linier. Tingkat keamanan pangan segar antarprovinsi diukur melalui IKPS. Hasil uji 

normalitas dari data IKPS menunjukkan ditribusi data yang normal sehingga 

analisis menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil uji korelasi antara IKPS dengan 

prevalensi stunting tingkat provinsi di Indonesia tahun 2024 disajikan pada Tabel 

12. 

Tabel 12  Analisis hubungan IKPS dengan  prevalensi stunting 

Variabel Koefisien Korelasi (r) Signifikansi 

IKPS -0,395 0,021 

Hasil dari uji korelasi menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan 

antara IKPS dengan prevalensi stunting di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2024 

(r= -0,395; p= 0,021). Koefisien korelasi yang negatif dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi IKPS suatu provinsi, maka semakin rendah prevalensi stunting di 

provinsi tersebut. Hasil ini membuktikan bahwa keamanan pangan menjadi dimensi 

penting dalam lingkungan pangan yang dapat mempengaruhi berbagai masalah gizi 

sesuai yang tertera di High Level Panel of Experts (HLPE 2017). Kekuatan 

hubungan ini dapat dijelaskan melalui lima komponen penyusun IKPS. Pada 

komponen sumber daya manusia dan kelembagaan, pemerintah telah membentuk 

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di 34 provinsi sebagai 

unit pengawas pangan segar asal tumbuhan yang sistem manajemennya diatur 

dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 (Bapanas 2023). 

Provinsi Bali dengan prevalensi stunting terendah telah memiliki OKKPD yang 

baik menurut Badan Pangan Nasional tahun 2023 (Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Provinsi Bali 2026). Pada komponen pelaksanaan penjaminan keamanan 

pangan, Bapanas telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Keamanan Pangan Segar serta Peraturan 

Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar 

(Bapanas 2024).  

Pada komponen sistem perdagangan pangan, pangan segar rentan 

terkontaminasi karena rantai pasoknya sering dikelola di ruang terbuka mulai dari 
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panen hingga konsumsi dengan cold chain yang terbatas, terutama untuk produk 

segar yang mudah rusak (Murray et al. 2017). Pada komponen kesehatan 

masyarakat, dampak keamanan pangan terhadap stunting terjadi melalui jalur 

biologis yang jelas. Urugo et al. (2024) menunjukkan bahwa kontaminasi aflatoksin 

dan mikotoksin pada pangan segar menghambat sintesis protein, merusak sel usus, 

memicu produksi pro-inflammatory cytokines IL-1B yang menekan rasa lapar, serta 

mengganggu sirkulasi hormon pertumbuhan IGF-1 dan IGFBP-3. Kondisi ini 

menyebabkan Environmental Enteric Dysfunction atau kelainan subklinis pada 

usus halus yang ditandai atrofi vili dan hiperplasia kripta, sehingga menurunkan 

penyerapan zat gizi dan menghambat pertumbuhan linear anak (Harper et al. 2018). 

Rinanda et al. (2023) juga menemukan bahwa anak stunting memiliki komposisi 

mikrobiota usus dengan dominasi kontaminan biologis yang tinggi, sehingga lebih 

rentan terhadap infeksi patogen enterik yang mengganggu pertumbuhan linear. 

Pada komponen kesadaran konsumen, hasil penelitian Erllinda Patra et al. (2020) 

menunjukkan bahwa pengetahuan secara signifikan memengaruhi sikap dan 

perilaku keamanan pangan. Konsumen perlu tahu terkait pemilihan pangan segar 

yang aman. Kombinasi kelima komponen ini menjelaskan mengapa provinsi 

dengan IKPS tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting yang lebih rendah. 

semakin kuat kelima komponen pengawasan keamanan pangan, semakin rendah 

risiko paparan kontaminan yang memicu jalur Environmental Enteric Dysfunction 

yang menyebabkan stunting pada balita.  

Mekanisme yang terjadi saat pangan tidak aman untuk dikonsumsi terhadap 

masalah gizi yakni pangan segar dapat tercemar berbagai hal, salah satunya 

aflatoksin. Kontaminasi aflatoksin dapat menghambat sintesis protein yang 

berpengaruh terhadap sel usus dan sistem imun yang dapat menyebabkan 

environmental enteropathy (Urugo et al. 2024). Kondisi ini dapat menyebabkan 

malabsorpsi karena perubahan fungsi usus halus, kekurangan asupan akibat 

produksi pro-inflammantory cytokines IL-1B yang menekan rasa lapar, 

menghambat pertumbuhan tulang akibat menekan sirkulasi hormon pertumbuhan 

IGF-1 dan IGFBP-3, dan mengganggu hormon pertumbuhan akibat radang sistemik 

(Urugo et al. 2024). EED merupakan kelainan subklinis pada usus halus yang 

ditandai oleh atrofi vili dan hiperplasia kripta usus. Perubahan struktur tersebut 

dapat menurunkan kemampuan usus dalam menyerap zat gizi dan meningkatkan 

risiko terjadinya gangguan pertumbuhan, termasuk stunting pada anak (Harper et 

al. 2018). Kontaminasi bakteri yang berasal dari feses diduga menimbulkan 

gangguan morfologi usus yang ditandai dengan kerusakan lapisan epitel, 

meningkatnya permeabilitas usus, dan masuknya mikroorganisme ke jaringan di 

bawah mukosa usus (Harper et al. 2018). Proses ini memicu reaksi peradangan yang 

menyebabkan tubuh mengalihkan energi dan zat gizi yang seharusnya digunakan 

untuk pertumbuhan, sekaligus mengganggu regulasi hormonal yang mengendalikan 

pertumbuhan linier anak (Harper et al. 2018). 

4.7  Hubungan Konsumsi Pangan dengan Stunting 

Hubungan konsumsi pangan dengan prevalensi stunting dianalisis melalui 

enam indikator yang merepresentasikan kuantitas konsumsi (TKE dan TKP), 

kualitas konsumsi (skor PPH), dan keberlanjutan konsumsi (tingkat konsumsi 

sayur, buah, dan ikan terhadap PHD). Uji korelasi TKP dengan prevalensi stunting 

menggunakan Pearson karena data TKP terdistribusi normal sedangkan TKE dan 
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PPH menggunakan Spearman. Hasil uji korelasi variabel-variabel konsumsi 

dengan prevalensi stunting disajikan pada Tabel 13. 

Tabel 13  Analisis hubungan konsumsi pangan dengan prevalensi stunting 

Variabel Koefisien Korelasi (r) Signifikansi 

TKE -0,281 0,107 

TKP -0,317 0,068 

PPH -0,627 0,000 

Tingkat konsumsi sayur 

berdasarkan PHD 

-0,198 0,262 

Tingkat konsumsi buah 

berdasarkan PHD 

-0,064 0,720 

Tingkat konsumsi ikan 

berdasarkan PHD 

0,350 0,042 

Hasil uji korelasi antara TKE dengan prevalensi stunting menunjukkan 

hubungan negatif yang lemah dan tidak signifikan secara statistik (r = −0,281; p = 

0,107). Semakin tinggi kecukupan energi suatu provinsi, semakin rendah prevalensi 

stunting. Namun, koefisien yang lemah dan nilai p > 0,05 mengindikasikan bahwa 

tingkat kecukupan energi pada level provinsi tidak cukup kuat menjelaskan variasi 

prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024. Temuan ini sejalan dengan hasil 

penelitian Suryana dan Alfridsyah (2018) di Provinsi Aceh yang menggunakan data 

Susenas dan PSG 2016 pada 23 kabupaten/kota yang juga menemukan tidak adanya 

hubungan bermakna antara Tingkat Kecukupan Energi dengan prevalensi stunting 

(p = 0,430). Proporsi jenis pangan yang dikonsumsi dapat menentukan kualitas 

energi yang masuk salam tubuh. Pada konteks Indonesia, capaian TKE nasional 

sebesar 97,7% yang tergolong cukup menunjukkan bahwa kebutuhan energi secara 

agregat telah terpenuhi. Namun stunting tetap menjadi masalah serius. Provinsi 

dengan TKE tertinggi seperti Nusa Tenggara Barat (115,2%) tidak menunjukkan 

prevalensi stunting yang lebih rendah sementara Papua Barat dengan TKE terendah 

(84,3%) memang memiliki prevalensi stunting yang tinggi tetapi tidak secara linear 

berbanding dengan tingkat kecukupan energinya.  

Hasil uji korelasi antara protein dan prevalensi stunting menunjukkan 

hubungan negatif yang lemah tidak signifikan antara TKP dengan prevalensi 

stunting (r = −0,317; p = 0,068). Arah negatif dapat diartikan menjadi semakin 

tinggi kecukupan protein suatu provinsi, semakin rendah prevalensi stuntingnya. 

Temuan ini sejalan dengan Suryana dan Alfridsyah (2018) yang juga menemukan 

AKP tidak berhubungan signifikan dengan stunting di Aceh (p = 0,274). Hubungan 

yang tidak terlalu kuat ini dapat dijelaskan oleh keterbatasan TKP sebagai indikator. 

TKP tidak membedakan antara protein hewani dan protein nabati, padahal kualitas 

asam amino esensial dan bioavailability keduanya sangat berbeda. Beal et al. 

(2023) menegaskan bahwa pada populasi anak di negara berpenghasilan rendah-

menengah, peningkatan konsumsi protein hewani secara konsisten terbukti lebih 

efektif menurunkan stunting dibandingkan diversifikasi protein nabati semata, 

karena ASF menyediakan asam amino esensial lengkap, zinc bioavailable, zat besi 

heme, vitamin B12, dan asam lemak omega-3 rantai panjang yang sulit dipenuhi 

dari sumber nabati. 
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Berdasarkan kuantitas, sebagian besar provinsi di Indonesia telah memenuhi 

kebutuhan energi dan protein dengan tingkat kecukupan yang hampir seragam. 

Tidak terdapat hubungan antara stunting dan konsumsi berdasarkan energi dan 

protein bisa terjadi karena hampir semua provinsi telah memenuhi dan datanya 

seragam. Sesuai dengan penelitian Ghosh et al. (2012) dalam British Journal of 

Nutrition menemukan bahwa setelah dikontrol dengan energi, total protein bukan 

lagi faktor yang signifikan secara statistik terhadap stunting, sementara utilizable 

protein (protein yang dapat digunakan tubuh) tetap signifikan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pada populasi yang secara agregat sudah cukup energi-protein 

yang menjadi determinan bukan hanya kuantitas tapi kualitas perlu 

dipertimbangkan. 

Hasil uji korelasi antara skor PPH dengan prevalensi stunting menunjukkan 

hubungan negatif yang kuat dan sangat signifikan antara skor PPH dengan 

prevalensi stunting (r = −0,627; p = 0,000). Koefisien sebesar −0,627 

mengindikasikan kekuatan hubungan tergolong kuat, dengan arah negatif yang 

berarti semakin tinggi skor PPH suatu provinsi (semakin beragam dan seimbang 

pola konsumsi pangan), semakin rendah prevalensi stunting. Hubungan ini 

merupakan yang terkuat dari seluruh variabel konsumsi pangan yang dianalisis 

dalam penelitian ini. Argandi et al. (2019) menjelaskan bahwa skor PPH 

merefleksikan prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman 

(B2SA), sehingga skor PPH menjadi indikator komprehensif kuantitas maupun 

kualitas mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. 

Hasil uji hubungan antara konsumsi sayur (r = -0,198; p = 0,262) dan buah (r 

= -0,064; p = 0,720) dengan stunting menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antar keduanya. PHD yang dikembangkan EAT-Lancet Commission 

didesain untuk peningkatan pangan nabati dan pembatasan pangan hewani untuk 

mengoptimalkan kesehatan populasi dewasa dan kelestarian lingkungan pada skala 

global (Willett et al. 2019) Selain itu, Pingali et al. (2024) menggunakan data 

Susenas 2008 dan 2017 mengonfirmasi bahwa Indonesia secara nasional 

mengalami transisi pola makan yang ditandai penurunan konsumsi sayur dengan 

peningkatan konsumsi makanan ultra-proses sehingga kualitas diet menurun di 

berbagai wilayah. Kusuma et al. (2023) yang menganalisis asupan buah dan sayur 

pada 514 kabupaten di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2018 menemukan bahwa 

prevalensi asupan buah dan sayur yang tidak adekuat mencapai 96,3% pada orang 

dewasa, dengan prevalensi antar-kabupaten berkisar antara 70,1% hingga 100%. Ini 

menunjukkan bahwa kekurangan konsumsi sayur merupakan pola menyeluruh 

yang lintas kawasan di Indonesia bukan masalah lokal beberapa provinsi (Kusuma 

et al. 2023).  

Hasil uji korelasi konsumsi buah dengan prevalensi stunting menunjukkan 

tidak adanya hubungan yang berarti antara tingkat konsumsi buah terhadap PHD 

dengan prevalensi stunting (r=−0,064; p = 0,720). Temuan ini lebih ekstrem 

dibandingkan hasil pada konsumsi sayur. Hal ini emperkuat indikasi bahwa 

pengaruh sayur dan buah pada level agregat provinsi tidak cukup kuat untuk 

menjelaskan variasi stunting antarwilayah. Hasil analisis ini sesuai dengan 

penelitian Nachvak (2020) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

konsumsi buah dan sayur dengan prevalensi stunting. Rendahnya konsumsi buah 

ini terjadi karena sering kali buah memiliki harga yang lebih mahal sehingga 

masyarakat lebih memilih konsumsi pangan pokok dibadingkan buah. Konsumsi 
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sayur dan buah rendah di seluruh provinsi dapat terjadi karena masyarakat menilai 

bahwa buah merupakan barang mewah terutama untuk masyarakat di daerah 

perkotaan (Sari 2016). 

Hasil uji korelasi menunjukkan hubungan positif yang lemah dan signifikan 

antara tingkat konsumsi ikan terhadap PHD dengan prevalensi stunting (r = 0,350; 

p = 0,042). Arah positif ini berlawanan dengan hipotesis teoritis yang menyatakan 

bahwa konsumsi ikan yang lebih tinggi seharusnya berhubungan dengan stunting 

yang lebih rendah. Fenomena ini dikenal dalam penelitian Bandoh et al. (2018) 

sebagai “Lacking in Abundance” atau diartikan sebagai kekurangan ditengah 

kelimpahan. Provinsi-provinsi dengan konsumsi ikan tinggi seperti Maluku, NTT, 

dan Papua secara bersamaan adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, 

sanitasi tidak layak, akses layanan kesehatan terbatas, dan tingkat pendidikan ibu 

yang rendah. Picauly et al. (2024) di NTT menunjukkan bahwa kombinasi 

kemiskinan ekstrem (>21% di bawah garis kemiskinan) dan sanitasi yang tidak 

layak (60,04% rumah tangga) menjadi penyebab tingginya prevalensi stunting di 

provinsi tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan atau pesisir lebih 

banyak mengakses ikan karena mata pencahariannya sebagai nelayan. Hasil 

tangkapan seringkali dikonsumsi untuk rumah tangga sehari-hari. Hal ini yang 

menjadi alasan dominasi konsumsi ikan di daerah pesisir sehingga tidak banyak 

mengonsumsi pangan yang lain.  

Menurut Bandoh et al. (2018), kelimpahan satu komoditas atau kelompok 

pangan tunggal seperti ikan, meskipun dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan 

yang adekuat, tidak cukup untuk memperbaiki status gizi. Fenomena ini terlihat 

pada data penelitian: seluruh 34 provinsi Indonesia mengonsumsi ikan di atas 100% 

target PHD (rentang 124,7%–479,7%). Namun, prevalensi stunting justru tetap 

tinggi di provinsi-provinsi dengan konsumsi ikan tertinggi (r = 0,350; p = 0,042). 

Selain itu, data direktori tidak memisahkan antara konsumsi ikan segar dan ikan 

olahan sehingga bisa berpengaruh pada hasil. Ikan olahan seperti ikan asin, ikan 

kering, dan ikan asap sebagai metode pengawetan tradisional yang mengalami 

denaturasi protein dan oksidasi asam lemak omega-3 EPA dan DHA, sehingga 

kualitas gizinya menurun dibandingkan ikan segar (Ngaisyah dan Rohman 2019) 

sehingga meskipun dikonsumsi dalam jumlah besar tidak memiliki kandungan gizi 

yang berpengaruh terhadap status gizi. Provinsi-provinsi KTI seperti Sulawesi 

Tenggara (479,7%) dan Kalimantan Utara mencatat konsumsi ikan tertinggi 

sekaligus prevalensi stunting yang jauh di atas rata-rata nasional, sementara 

sebagian provinsi KBI seperti DI Yogyakarta (124,7%) dan Jawa Tengah (151,8%) 

menunjukkan konsumsi ikan rendah dengan prevalensi stunting yang juga rendah. 

Pola ini menegaskan mengapa ikan yang secara teoretis justru berkorelasi positif 

dengan stunting pada level agregat. 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Prevalensi stunting tingkat provinsi di Indonesia tahun 2024 masih tergolong 

tinggi. Sebaran antarprovinsi sangat timpang: mayoritas provinsi (55,9%) berada 

pada kategori tinggi, 35,3% kategori sedang, dan 5,8% kategori sangat tinggi 

(≥30%), sedangkan tidak satu pun provinsi masuk kategori sangat rendah. 

Prevalensi tertinggi tercatat di NTT (37,0%) dan terendah di Bali (8,6%) sekaligus 

menjadi satu-satunya provinsi yang mencapai target RPJMN. Secara geografis, 

prevalensi stunting di KTI (rata-rata 25,1%) jauh lebih tinggi dibandingkan KBI 

(rata-rata 18,2%), menegaskan bahwa beban stunting terkonsentrasi di wilayah 

timur. 

Prevalensi kerawanan pangan sedang–berat berdasarkan FIES tingkat 

provinsi memiliki  disparitas antarprovinsi yang tajam mulai dari 0,76% di Provinsi 

Bali hingga 14,48% di Provinsi NTT dengan rata-rata nasional 4,02%, Pola sebaran 

ini searah dengan stunting. Rata-rata kerawanan pangan di KTI (6,14%) hampir dua 

kali lipat dibandingkan KBI (3,33%) yang mencerminkan ketimpangan struktural 

akses ekonomi terhadap pangan yang lebih berat di wilayah timur. Selain 

kerawanan pangan, pangan perlu diperhatikan dari keamanannya. Keamanan 

pangan provinsi diukur dengan IKPS. Sebaran antarprovinsi sangat lebar dengan 

rentang 58,4 poin, dari skor terendah 21,9 (Papua Barat) hingga tertinggi 80,3 (Jawa 

Timur). Konsisten dengan indikator lain, rata-rata IKPS di KTI (42,6) jauh lebih 

rendah dibandingkan KBI (59,9) menunjukkan kapasitas kelembagaan pengawasan 

keamanan pangan yang lebih lemah di wilayah timur. 

Gambaran konsumsi pangan tingkat provinsi bervariasi menurut dimensinya. 

Dari sisi kuantitas, hampir seluruh provinsi telah memenuhi angka kecukupan 

energi dan protein sehingga sebarannya relatif seragam dengan rata-rata 97,7%. 

Sebaran provinsi yang memiliki TKE dan TKP tinggi ada di KBI dengan rata-rata 

sebesar 98,2%. Dari sisi kualitas, rata-rata skor PPH provinsi belum mencapai 

target RPJMN sebesar 95,2 dan hanya DI Yogyakarta yang mencapainya. Sebaran 

PPH mengikuti pola kewilayahan, dengan rata-rata di KBI (91,1) lebih tinggi 

daripada KTI (83,8). Dari sisi keberlanjutan berdasarkan PHD, rata-rata tingkat 

konsumsi sayur (53,4%) dan buah (65,2%) berada di bawah rekomendasi di hampir 

seluruh provinsi, sedangkan konsumsi ikan (336,2%) justru jauh melampaui 

rekomendasi di seluruh provinsi yang mencerminkan karakter Indonesia sebagai 

negara maritim. Sebaran konsumsi ikan yang tinggi cenderung berada di KTI 

dengan rata-rata 385,5%. 

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa empat variabel berhubungan 

signifikan dengan prevalensi stunting, yaitu prevalensi kerawanan pangan sedang–

berat berdasarkan FIES (r = 0,540; p = 0,001) yang berhubungan positif kuat, IKPS 

(r = −0,395; p = 0,021) dan skor PPH (r = −0,627; p < 0,001) yang berhubungan 

negatif sesuai arah teori, serta konsumsi ikan berdasarkan PHD (r = 0,350; p = 

0,042) yang berhubungan positif. Sebaliknya, TKE, TKP, konsumsi sayur, dan 

konsumsi buah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Skor PPH 

merupakan variabel dengan hubungan terkuat dan paling konsisten terhadap 

prevalensi stunting, sehingga dapat disimpulkan bahwa keragaman dan 
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keseimbangan konsumsi pangan merupakan determinan gizi wilayah yang paling 

menentukan dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. 

5.2  Saran 

Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal perlu diperkuat dalam program 

penurunan stunting, khususnya di provinsi Kawasan Timur Indonesia dengan skor 

PPH dan IKPS. Upaya ini sebaiknya disertai penguatan sistem keamanan pangan 

segar serta kerawanan pangan melalui perbaikan akses ekonomi terhadap pangan. 

Pada tingkat masyarakat, penerapan pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, 

dan Aman (B2SA) sesuai PPH perlu didorong, terutama melalui peningkatan 

konsumsi sayur dan buah sesuai rekomendasi PHD sebagai upaya pencegahan 

stunting. Adapun bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan desain 

longitudinal, memperluas cakupan analisis hingga tingkat kabupaten/kota, serta 

menerapkan analisis multivariat untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini. 
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